Jakarta - Humas, 28 Nopember 2017.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan secara
fegas bahwa Indonesia  adalah Negara Hukum. Sebogor’ Negara hukum sudah  tentu
penye/enggoroon /\/egoro dan pemermmhonnya didasarkan pcrdo prinsip prinsip hukum yang
bersitat universal dan kearifan local (local wisdom). Prinsip universal merupokon landasan
filosofi dan teori yang d/'gumokcm dalam membentuk perspekﬂf dan r'mp/emenfos( yum’dis dalam
mendasari ketata negaraan di Indonesia. Prmsip universal yang mendasari oc/@nyo persamaan
struktur organisasi Negara dan tatanan masyorakoﬂwa dengon negara lain. Sec/cmgkcm
Kearifan local ( local wisdom ) dalam Negara dan mosy@rok@f inilah yang membedakan
Indonesia berbeda dengcm Negara dan bongso lain.

/nfegrosi dan  akulturasi propors(onc:/ inilah yang melahirkan  sintesa sebogoimon@
dimanifestasikan dalam fujuan /\/egoro seb@go(mon@ dirumuskan dalam Pembukaan Und@ng
Undang Dasar Negara 1945 dan dasar Negara yaitu Pancasila. Semua komponen bangsa
Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai titik pusaran kekuasaan dan Undang Undang
Dasar 1945 sebogor’ hukum dasar yang harus dipofu/’n’ fanpa kecuali dalam menjo/@nkon
kekuasaan negara. Bogo(kon alam semesta berpufor di pOoros dan sumbu masing-masing dan
berputar pada garis edarnya  masing-masing. Dalam hukum perputaran dan garis edar dapat
diartikan kewenangon. Apabila terjadi ada salah satu p/cm@L yang keluar dari garis edomyo
(melampauhi batas kewenangan) maka akan terjadi kehancuran karena berbenturan dengan
p/onef lain.

/mp/emenf@s«' prinsip Negara hukum podo masa menc/ofong akan meng@/omi fanfangan podo
zamannya. Revolusi fe/mo/ogr’ informasi atau Ge/ombomg ‘online” yang luar biasa mampu
merubah tatanan dan pergeseran tuntunan sangat cepat. Terjadinya gelombang “on line” pada
fekno/og«' mformosf/ mampu menggeser peran manusia dalam sego/o b/’dong, Dahulu Ter/odi
revolusi mdusm saat ini Terjoo/i revolusi fekno/ogi Informasi. Dalam revolusi Informasi peran
manusia secara kuantitatif semakin keci// namun secara kualitatif semakin finggi. Melalui
Telmo/ogi /nformosi} manusia mampu menje/c:joh alam semesta, mampu melihat belahan bumi
manapun, melihat negara lain fanpa harus c/@fong ke fempat tujuan, melainkan cukup melalui
Telmo/og«' informasi. Sego/o kejodion alam o/opof dih/’fung dan dipredfks( demgon akurat.

Hukum podo Qwo/nyo didasarkan pedo perbucﬁon dan tindakan yang bersitat factual atau
manual. Pada masa yang akan datang perbuatan hukum akan mengalami masalah baru. Dunia
bisnis dan perbonl@n berkembong sangat pesaf, semua transaksi mulai dilakukan secara
elektronik. Masalah yang timbul bagaimana jika terjadi ‘wanprestasi” | ‘perbuatan melawan
hukum”, membuktikan unsur tindak p/'c/ono, pengertian dan wujud alat bukﬁ/ serfa sego/o
perbucﬁon hukum yang dilakukan secara elektronik. Sedongkon saat Terjoc/i tindak pic/cm@ /
ke/ohcﬁon lecus dan fempus delictie nya lintas wi/oyo/n negara, transaksi tidak diketahui  domisili
subyeknyo dan modus operondmyo dan semua dilakukan secara elektronik.



Revolusi Tekno/og«’ informasi akan menguboh poroc/igmo, konsep dan feori, mes/«’pun tidak
menguboh filosofi. Semua br’dgmg termasuk hukum dituntut untuk berc:dopfctsi. Siapapun dan
apapun yang tidak beodapms/ secara evolutif maka akan men/oc/r‘ korban. Pernahkah kita
berfikir tiba tiba Kantor Pos dan Giro harus beradaptasi karena gelombang "SMS  E-mail
Whats App. Telegram Line video call yang semuanya berbasis aplikasi ? Pernahnahkan kita
berfikir bahwa pasar modern maupun tradisional akan ferpokso berodopmsi c/engon bisnis
online. Pernahkan kita merenung bahwa media cetak harus berodopf@si c/engon media online 7
Pernahkan kita merenung bahwa media Televisi dipaksa beradaptasi dengom ge/omb@ng
“Youtube” dimana setiap orang dapat merekam dan meng-upload sendiri sehingga menjadi
fontonan tfanpa b(’oyo, Tanpa kita sadari  Bank Indonesia juga telah menconongkon
menggunakan uang elektronik.

Perkemb@ngom hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuﬂ “ge/ombong online”. Sistem
pemerintahan negara harus dirancang kembali dalam merumuskan tugas pokok dan v[ungsmya.
Pada saatnya seorang Pimpinan honyo mengendo/r’kon pemem’nfohon dengon satu op/ikosi
Terpo;du. Kegiatan rapat rapat dilaksanakan secara /orrc:k jouh ( tele conference ). Sistem
kepegowgion secara oftomatis. Sistem perpojokcm dikelola secara elektronik c/r'/'nfegrczsikom
dengom hak dan kewo/ibom warga negara. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan
menggunokon Op//kosi ferintegrasi dengon satelit / goog/e map | sehmggo potensi kebocoran
keuongon negara dopof dideteksi secara din.

Pada saat ini Mahkamah Agung juga mulai beradaptasi dengan gelombang “on line” atau
elektronik. Disadari atau tidak Mahkamah Agung dan semua Pengodr’/on ﬂng/«jf bomdmg dan
perfama sudah memiliki website. Mahkamah Agung melakukan perpmdohan kmerjct berbasis
manual ke sistem elektronik atau “on line” yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara

( SIPP ) SIAP, SIKEP, KOMDANAS SIMARL SIWAS, e-LLK SIMAK PNBP SISTEM
INFORMASI TATA PERSURATAN, SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN, SISTEM
INFORMASI PORTAL, DIREKTORI PUTUSAN, INFO PERKARA, NEW DIREKTORI
PUTUSAN, GUGATAN ON LINE, E-SKUM, ATR, SPPT, BANTUAN PANGGILAN SIDANG
ELEKTRONIK. Pada saatnya semua kegiatan akan menggunakan sarana Teknologi Informasi
termasuk menggunokon Tele conference dan pem/oion / akreditasi pengod/’/on serta e-
monitoring dan evaluasi.

Ge/ombong online atau revolusi Te/mo/og/' informasi mampu mengub@ﬁ porodigm@ dan konsep
fenfang /ﬂukum, komfor, fenfang pekerjoon, pemc/[dikon/seko/o/ﬂ ) perb@nkon, asuransi, pasar,
/e/ong, fransportasi travel dan semua br’dong, Demikian juga fentang regu/osi / peraturan
perundong—undongon dimasa menc/ofong harus d/'roncang /'mp/emenfosmyo sehmggo menjod(
berbasis elektronik. Dalam hal secara umum  sudah dh‘erop/«m E-Government maka akan
ferjoc//' penghemaf@n keucmgcm negara yang luar biasa untuk keg«’of@n operosiono/.

Sego/o perbuatan hukum dan kejahatan atau kriminalitas yang akan c/ofcmg tidak /og/'
dilakukan secara manual. Dapat diprediksi bahwa ke]ohomn atau kr[mmo/#@s semua
perbucﬁon hukum pub//’c, perc/cﬁ@ maupun sego/o pe/oyonon dilakukan secara elektronik atau
online.  Badan Linong Diklat  Hukum dan  Peradilan  harus mempersiop/@n diri
menye/enggar@l@n pe/oﬁhan : pemerr‘ksocm perkorq pemer/ksoon saksi maupun ferc/@kwq



penggugat  maupun tergugaf, pemohon maupun Termo/von/ pengg//on sic/ong, sio/ong
pemeriksocm jOrok jOuH atau tele conference secara elektronik  dan menggun@kon crp/i/@lsi /
sistem  ATR untuk memudahkan proses minutasi. Putusan pengc;c//'/on baik f/'ngl«:nL perfama,
bondmg maupun kasasi disompoikon kepodo pencari keadilan secara elektronik. Ge/ombcmg
‘on line” atau revolusi teknologi Informasi telah melanda sicpapun dan dimanapun,  sispapun
yang mampu berodopfosi akan bertahan dan sukses.
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